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I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan 

1. Pengertian Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain 

penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk 

menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu 

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan 

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku 

kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat 

diintegrasikan satu dengan yang lainnya.  

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: 

 

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam 

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana 

dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan 

dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan 

tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan 

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat 

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.
1
 

 

 

                                                           
1
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7 
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Apabila sarana pidana diguanakn untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan 

dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai 

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana 

merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan 

menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah 

merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. 

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). 

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup 

perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat 

dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah 

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.  

Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi 

Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu: 

1.   Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal 

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: 

(1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. 

(2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar. 

 

2.  Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya 

meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi 

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya 

pencegahan terjadinya kejahatan
2
  

 

                                                           
 
2
 Barda Nawawi Arief. Opcit. hlm. 77-78 
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Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat 

represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan 

perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang 

sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal 

lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau 

tidak langsung. 

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan 

yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus 

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia 

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian 

dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan 

politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah 

perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ 

tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa 

pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya 

masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap 

perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin 

semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat 

kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana 

(mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak 

dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan 

penegak hukum. 
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2. Penegakan Hukum Pidana 

 

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan 

hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila 

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan 

dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di 

dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai 

pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan 

untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana
3
  

 

Penegakan hukum menurut Mardjono Reksodiputro harus diartikan dalam 

kerangka tiga konsep, yaitu: 

a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement 

concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma 

hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali 

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement 

concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan 

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan 

individual  

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang 

muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum 

karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-

prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-

undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat
4
 

 

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia 

dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang 

memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang 

buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam 

menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia 

                                                           
 
3
 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Melihat Kejahatan dan  

     Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.  

     Jakarta. 1994. hlm.76 

 
4
 Ibid. hlm.78 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain 

untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk 

bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum 

yang diakui bersama.  

 

 

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk 

menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban 

kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas 

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan 

mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
 5

  

Menurut Romli Atmasasmita: 

 

Sistem peradilan pidana merupakan pelaksanaan dan penyelenggaan 

penegakan hukum pidana yang melibatkan badan-badan yang masing-

masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam 

kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh 

pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing 

menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. 
6
  

 

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi 

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar 

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya 

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. 

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut 

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan 

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime 

                                                           
 
5
 Mardjono Reksodiputro, Op Cit. hlm. 12-13 

 
6
 Romli Atmasasmita. Op Cit. hlm. 2 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
 
 

 

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan 

hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun 

hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun 

kuratif.  

 

B. Gambaran Kepolisian Negara Republik Indonesia  

 

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.  

 

2. Fungsi dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia  

 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: 

a. Kepolisian khusus;  

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau 

atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang 

untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. 

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" 

(zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan 

Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di 

lingkungan Imigrasi dan lain-lain. 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;  

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.  

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang 

diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang 

kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang 

jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki 

kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir 

gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, 

lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di 

pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan 

pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa 

merupakan kewenangan Kapolri. Pengemban fungsi kepolisian tersebut 
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melaksanakan fungsi kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

 

Menurut Pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang 

merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:  

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis 

masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan 

nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 

ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan 

potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan 

menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk 

gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.  

b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan 

terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau 

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 
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3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

  

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah: 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum;  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

bertugas: 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 

dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;  
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h. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani 

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian;  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

 

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, wewenang Kepolisian adalah: 

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain 

pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat 

dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah 

darat, dan pungutan liar. 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau 

paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan 
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kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan 

falsafah dasar Negara Republik Indonesia. 

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; 

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang: 

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya;  

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;  
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e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan 

senjata tajam; 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan;  

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;  

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional;  

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;  

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional;  

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  

 

Penyelenggarakan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam di bidang 

proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik 

Indonesia berwenang untuk:  

1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;  

2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan;  

3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;  

4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri;  

5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;  
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6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  

7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;  

8) Mengadakan penghentian penyidikan;  

9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

10) Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 

tindak pidana;  

11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri 

Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum;  

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan 

lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan 

jika memenuhi syarat sebagai berikut: 

(i) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  

(ii) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan;  

(iii)Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  

(iv) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 

(v) Menghormati Hak Asasi Manusia.  

 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 

wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah 

hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam 

keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung 

jawab kepada Presiden baik dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif 

yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa 

berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi 

intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian. 

 

C. Pengertian dan Modus Operandi Tindak Pidana Perjudian  

 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

 

 

Menurut Andi Hamzah: 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
7
 

 

 

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa 

kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan 

masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat 

                                                           
7
 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.  

    2001. hlm. 19 
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keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi 

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga 

pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau 

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu 

akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.  

 

Selanjutnya menurut Andi Hamzah: 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia 

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada 

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan
8
 

 

Tindak pidana secara yuridis formal merupakan bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang 

oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang 

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 
 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum.
9 

 

                                                           
 
8
 Ibid. hlm. 7. 

 
9
 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.  Bandung.  

    1996. hlm. 16. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak 

pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki 

unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di 

mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum 

dan terjaminnya kepentingan umum.
 
 

 

2. Pengertian dan Modus Tindak Pidana Perjudian  

 

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau 

sesuatu yang dianggap bernilaia dengan menyadari adanya resiko dan harapan-

harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan 

dan kejadian–kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.
10

 

 

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut 

ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi, misalnya pertandingan-

pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola.  Juga pacuan-

pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. 

Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam 

bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas 

ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen 

pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk 

memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk 

mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-

kelompok tertentu.
11

 

 

 

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang 

Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa modus tindak pidana 

perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi: 
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 Kartini kartono. Patologisosial hlm 51 
11
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1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari : 

a. Roulette 

b. Blackjack 

c. Bacarat 

d. Creps 

e. Keno 

f. Tombala 

g. Super Ping-Pong 

h. Lotto Fair 

i. Satan 

j. Paykyu 

k. Slot Machine (Jackpot) 

l. Ji Si Kie 

m. Big Six Wheel 

n. Chuc a Cluck 

o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan 

p. Yang berputar (Paseran) 

q. Pachinko 

r. Poker 

s. Twenty One 

t. Hwa-Hwe 

u. Kiu-Kiu
12

 

 

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian 

dengan: 

 

a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak 

bergerak 

b. Lempar gelang 

c. Lempat uang (coin) 

d. Koin 

e. Pancingan 

f. Menebak sasaran yang tidak berputar 

g. Lempar bola 

h. Adu ayam 

i. Adu kerbau 

j. Adu kambing atau domba 

k. Pacu kuda 

l. Kerapan sapi 

m. Pacu anjing 

n. Hailai 

o. Mayong/Macak 

p. Erek-erek.
13
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3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain 

perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: 

a. Adu ayam 

b. Adu sapi 

c. Adu kerbau 

d. Pacu kuda 

e. Karapan sapi 

f. Adu domba atau kambing 

g. Adu burung merpati
14

 

 

 

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam 

angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk 

perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan 

upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakanperjudian. 

 

Menurut Pasal 303 ayat (3) perjudian itu dinyatakan sebagai berikut: 

Main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang, 

pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja,juga kalau 

kemungkinan bertambah besar, karena permainan lebih cakap. Main judi 

mengandung segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 

permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau 

main, demikian juga segala pertaruhan lainnya. 

 

Sedangkan Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: 

Permainan judian ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk 

segala pertaruhan tentang kalah-menangnya suatu pacuan kuda atau 

pertandingan lain, atau segala pertaruahan dlam perlombaan-perlombaan 

yang diadakan antara 2 orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-

perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.
15

 

 

 

Pasal 303 KUHP secara terperinci menyebutkan: 

(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan              

bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ribu rupiah, barang siapa 

dengan tidak berhak: 

                                                           
14
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15

 Dali Mutiara, Tafsir KUHP, Bintang Indonesia,Jakarta 1962,hlm 203 
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a) Berpencaharian dengan sengaja memajukan atau memberi 

kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam 

perusahaan main judi 

b) Dengan sengaja memajukan atau memberi kesempatan berjuid 

kepada umum atau dengan sengaja  turut dalam perusahaan 

perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat 

atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. 

c) Berpencaharian turut main judi. 

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka 

boleh dicabut haknya melakukan pekerjaan itu. 

 

Selanjutnya, masyarakat umum menganggap tindak judi itu sebagai tingkah laku 

tidak susila, disebabkan oleh ekses-eksesnya yang buruk dan merugikan. 

Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta 

kekayaan, bahkan kadangkala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. 

Juga oleh nafsu berjudi orang beranimenipu, mencuri, korupsi, merampok dan 

membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi.  

 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian 

 

 

Tindak pidana meupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam 

hukum pidana. Menurut Moeljatno, perbutaan pidana adalah perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar perbuatan tersebut.
16

 

 

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: 

a. Kelakukan dan akibat . 

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

d. Unsur melawan hukum yang obyektif. 

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
17
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Untuk dapat dipidana, maka orang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi 

unsur-unsur harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur 

pertanggungjawaban pidana ini melekat pada pelaku tindak pidana 

 

Menurut Erwin Mapaseng: 

 

Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani 

sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang 

dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga kepolisian 

hanya salah satu bagina dari insatansi yang diberi wewenang 

mempertimbangankan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu 

dituding hanya mampu menangkap bandar kelas teri. [adahal masyarakat 

sendiri tidak pernah memberi masukan kepada petugas untuk membantu 

penuntasan perjudian tersebut.
18

 

 

 

Sementara itu menurut Wantjik Saleh: 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 

disebutkan bahwa penertiban perjudian sisebut sebagai tindak pidana 

perjudian  dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak 

pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci 

baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 

tentang penertiban perjudian.
19

 

 

 

Hal di atas menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 

disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana 

perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman 

hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak 

membuat pelakunya jera. 
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D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya 

dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, 

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan 

kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan.  

Hukum tidak bersifat mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat 

hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu 

masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide 

atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, 

ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.  

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat 

antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya 

berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 

kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Demikian 

tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum 

yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga 

masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan 

peraturan dengan perilaku yang mendukung. 

 


